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BUPATI BANTUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN BUPATI BANTUL 

NOMOR   156    TAHUN 2020 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 121 TAHUN 2016 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA 

KERJA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANTUL, 

 

Menimbang : a. bahwa rangka peningkatan pelayanan publik dibidang 

perdagangan perlu optimalisasi penyelenggaran tugas dan 

fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten 

Bantul; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44); 

 

 

 

 

 

 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9  

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 

Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan 

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70); 
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7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 

Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor118); 

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta 

Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul (Berita 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 121); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 121 TAHUN 2016 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, 

FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN  

KABUPATEN BANTUL. 

 

Pasal I 

Ketentuan ayat (4) Pasal 30 Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja 

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

2016 Nomor 121) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 30 

(1) Seksi Sarana dan Prasarana berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pasar. 

(2) Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi. 

(3) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang sarana dan prasarana. 
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(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi 

Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja Seksi ;  

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang sarana dan prasarana; 

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sarana dan prasarana; 

d. pelaksanaan perencanaan teknis dan pemeliharaan, pengendalian aset 

dan kekayaan pasar; 

e. penyusunan rencana pengadaan, pendistribusian, penggunaan dan 

perawatan sarana dan prasarana pasar daerah; 

f. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pasar 

daerah; 

g. pelaksanaan kebersihan, pengelolaan sampah, ketertiban dan keamanan 

pasar daerah; 

h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang 

sarana dan prasarana;  

i. pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang sarana 

dan prasarana; 

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi 

Seksi; dan 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. 

    

        

 

Ditetapkan di Bantul 

       pada tanggal  30  Desember 2020 

BUPATI BANTUL, 

 

ttd 

 

SUHARSONO 

 

Diundangkan di Bantul, 

pada tanggal     30     Desember 2020 

  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, 

ttd 

HELMI JAMHARIS  

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN 2020 NOMOR 156 


